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PERATURAN BERSAMA 

MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL 
DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 0211111PB12011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK 
DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL 
DAN 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menirnbang : bahwa dalam rangka rnelaksanakan Pasal 39 Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nornor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan 
Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya, perlu rnenetapkan 
Peraturan Bersarna Menteri Pendidikan Nasional dan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 
Kreditnya; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1974 Nornor 55, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nornor 3041), sebagairnana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nornor 3890); 

2. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nornor 78, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Peraturan Pernerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentianlpemberhentian Sernentara Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nornor 2797); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 3098), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 (Lernbaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 24); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nornor 194, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4015), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4332); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Repubiik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4192); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pengkat Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4019); 

10. Peraturan Pernerintah Nornor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pernberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4263), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4496); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 51 57); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

15. Keputusan Presiden Nornor 73/M Tahun 2007 mengenai 
Pengangkatan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 

16. Keputusan Presiden Nomor 84lP Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu II; 

17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 

18. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 

19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 
tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya; 

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan Nasional. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : P E ~ T U R A N  BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN 
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK DAN ANGKA 
KREDITNYA. 



BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan: 
1. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang 

mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 
wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu 
dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini 
(PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta 
kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 
(PNFI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama 
melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi 
dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan 
keaksaraan, serta kursus pada jalur PNFI. 

3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 
pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 
terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi 
warga masyarakat yang mernerlukan layanan pendidikan 
yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, danlatau 
pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung 
pendidikan sepanjang hayat. 

4. ~endidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan 
hiduo. ~endidikan anak usia dini, ~endidikan 
kep&udaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 
~endidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan 
belatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan 
lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 
peserta didik. 

5. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lernbaga kursus, 
lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan 
belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan 
pendidikan yang sejenis. 

6. Kursus diselenggarakan bagi rnasyarakat yang mernerlukan 
bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan 
sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan 
profesi, bekerja, usaha mandiri, dantatau melanjutkan 
pendidikan ke jenjang yang Lebih tinggi. 

7. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 
lingkungan. 

8. Pengendalian mutu program PNFI atau pendidikan anak 
usia dini, nonformal dan informal (PAUD NI) adalah proses 
pensendhian mutu program PAUD NI melalui keiatan 
pemantauan, penilaian, pembimbingan, pembinaan, ~. 

belaporan dan evaluasi dampak program penyelenggaraan 
pendidikan nonformal. 



9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 
danlatau akurnulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 
dicapai oleh Penilik dalarn rangka pernbinaan karier yang 
bersangkutan. 

10.Tirn Penilai Angka Kredit adalah tirn penilai yang dibentuk 
dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan 
bertugas rnenilai prestasi kerja Penilik. 

11. Pejabat Pernbina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, 
Jaksa Agung, Pirnpinan Kesekretariatan Lernbaga 
Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Pimpinan Lernbaga Pernerintah Non 
Kernenterian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi 
Kearnanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan serta Pimpinan Kesekretariatan 
Lernbaga Negara dan Lernbaga lainnya yang dipirnpin oleh 
pejabat struktural eselon I dan bukan rnerupakan bagian 
dari Kernenterian NegaraILernbaga Pemerintah Non 
Kernenterian. 

12.Pejabat Pernbina Kepesawaian Daerah KabupatenIKota 
adalah BupatiIWalikota. 

13.Pernberhentian adalah pernberhentian dari jabatan 
fungsional Penilik bukan pernberhentian sebagai Pegawai 
Negeri Sipil. 

BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, 

DAN JENlS PENlLlK 

Pasal 2 

(1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional 
pengendalian rnutu dan evaluasi darnpak program PAUD, 
pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada 
jalur PNFl di Dinas Pendidikan KabupatenlKota atau Dinas 
yang bertanggungjawab di bidang PAUD NI. 

(2) Penilik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah 
jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pasal 3 

Tugas pokok Penilik adalah rnelaksanakan kegiatan 
pengendalian rnutu dan evaluasi darnpak program PAUD NI. 

Jabatan fungsional Penilik terrnasuk dalarn rurnpun 
pendidikan lainnya. 



Pasal 5 

Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik 
PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta 
Penilik kursus. 

BAB Ill 
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

Pasal 6 

(I) lnstansi Pembina jabatan fungsional Penilik adalah 
Kementerian Pendidikan Nasional. 

( 2 )  lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mempunyai tugas pembinaan, antara lain: 
a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan 

fungsional Penilik; 
b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional 

Penilik; 
c. menetapkan standar kornpetensi jabatan fungsional 

Penilik; 
d. menyusun pedoman uj i  kompetensi jabatan 

fungsional Penilik; 
e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Penilik; 
f. melakukan sosialisasi jabatan fungsional Penilik serta 

petunjuk pelaksanaannya; 
g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan 

fungsional Penilik; 
h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan 

fungsional Penilik; 
i. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional 

Penilik; 
j. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan 

fungsional Penilik; 
k. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan 

organisasi profesi Penilik; 
L. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika 

profesi dan kode etik Penilik; 
m. melakukan bimbingan teknis kompetensi dan 

profesionalitas jabatan fungsional Penilik; dan 
n. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

jabatan fungional Penilik. 

BAB IV 
JENJANGJABATANIPANGKAT 

(1) Jabatan fungsional Penilik merupakan jabatan tingkat 
keahlian. 



(2) Jenjang jabatan Penilik dari yang paling rendah sampai 
dengan yang paling tinggi, yaitu: 
a. Penilik Pertama; 
b. Penilik Muda; 
c. Penilik Madya; dan 
d. Penilik Utama. 

(3) Jenjang pangkat Penilik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sesuai dengan jabatannya, yaitu: 
a. Penilik Pertama: 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill lb. 
b. Penilik Muda: 

1. Penata, golongan ruang Ill lc; dan 
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Il l ld. 

c. Penilik Madya: 
1. Pembina, golongan ruang IVIa; 
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb; dan 
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc. 

d. Penilik Utama: 
Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId. 

(4) Jenjang jabatanlpangkat Penilik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), adalah jenjang jabatanlpangkat 
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk 
masing-masing jenjang jabatan. 

(5) Penetapan jenjang jabatan fungsional Penilik 
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang 
dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit, sehingga 
dimungkinkan jabatanlpangkat tidak sesuai dengan 
jabatanlpangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

BAB V 
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal 8 

Unsur dan sub unsur kegiatan Penilik, terdiri dari: 
a. Pendidikan, meliputi: 

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; dan 
2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Penilik 

serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan (SlTPP) atau sertifikat. 

b. Kegiatan pengendalian mutu program PAUD NI, meliputi: 
1. perencanaan program pengendalian mutu PAUD NI; 
2. pelaksanaan pemantauan program PAUD NI; 
3. pelaksanaan penilaian program PAUD NI; 
4. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada 

pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD 
NI; dan 



5. penyusunan laporan hasil pengendalian rnutu PAUD NI. 
c. Kegiatan evaluasi dampak program PAUD NI, rneliputi: 

1. penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak 
prograrn PAUD NI; 

2. penyusunan instrurnen evaluasi dampak program PAUD 
NI; 

3. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi 
darnpak program PAUD NI; dan 

4. presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD NI. 
d. Kegiatan pengembangan profesi, meliputi: 

1. pernbuatan karya tulis ilrniah (KTI) danlatau 
penelitian di bidang PAUD NI; 

2. penerjernahanlpenyaduran buku dan bahan Lainnya di 
bidang PAUD NI; dan 

3. pernbuatan standar buku pedornanlpetunjuk 
pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pengendalian 
mutu PAUD NI. 

4. menjadi juara dalam lornba karya ilmiah. 
e. Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi: 

1. pengajaranlpelatihan di bidang pengendalian rnutu 
dan evaluasi darnpak program PAUD NI; 

2. keikutsertaan dalarn serninarllokakarya di bidang 
PAUD NI; 

3. partisipasi aktif dalarn penerbitan bukdrnajalah di 
bidang PAUD NI; 

4. studi banding di bidang pengendalian rnutu program 
PAUD NI; 

5. keanggotaan dalam tirn penilai jabatan fungsional 
Penilik; 

6. perolehan penghargaanltanda jasaltanda 
kehorrnatanlsatya lancana karya satya; 

7. keanggotaan dalarn organisasi profesi jabatan 
fungsional Penilik; dan 

8. perolehan ijazahlgelar kesarjanaan lainnya. 

BAB VI 
RlNClAN KEGIATAN JENJANG JABATAN 

Pasal 9 

Rincian kegiatan Penilik sesuai dengan jenjang jabatan, 
sebagai berikut: 
a. Penilik Pertarna, yaitu: 

1. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu, 
sebagai anggota; 

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu 
satuan PAUD NI; 

3. Mernbuat instrumen pemantauan program PAUD NI; 
4. Mengurnpulkan data pernantauan pelaksanaan program 

PAUD NI; 



5. Menganalisis hasil pernantauan pelaksanaan prograrn 
PAUD NI; 

6. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pernantauan, 
sebagai anggota; 

7. Menyusun laporan hasil pernantauan; 
8. Mernbuat instrurnen penilaian prograrn pada satuan 

PAUD NI berdasarkan standar pendidikan; 
9. Melaksanakan, menganalisis, dan rnelaporkan hasil 

penilaian prograrn pada satuan PAUD NI; 
10.Melakukan pembimbingan dan pernbinaan kepada 

pendidik dan tenaza kependidikan berdasarkan 
standar pendidikan dengan sasaran perorangan; 

11 .Menyusun laporan triwulan; dan 
12.Menyusun laporan tahunan, sebagai anggota. 

b. Penilik Muda, yaitu: 
1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu, 

sebagai anggota; 
2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian rnutu 

satuan PAUD NI; 
3. Membuat instrurnen pemantauan prograrn PAUD NI; 
4. Mengurnpulkan data pernantauan pelaksanaan program 

PAUD NI; 
5. Menganalisis hasil pernantauan pelaksanaan program 

PAUD NI; 
6. Mernbuat desain diskusi terfokus hasil pernantauan; 
7. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pernantauan, 

sebagai anggota; 
8. Menyusun laporan hasil pemantauan; 
9. Mernbuat instrurnen penilaian prograrn pada satuan 

PAUD NI berdasarkan standar pendidikan; 
lO.Melaksanakan, rnenganalisis, dan rnelaporkan hasil 

penilaian program pada satuan PAUD NI; 
11 .Melakukan pernbirnbingan dan pernbinaan kepada 

pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan 
standar pendidikan dengan sasaran perorangan; 

12.Menyusun laporan triwulan; dan 
13. Menyusun laporan tahunan, sebagai anggota. 

c. Penilik Madya, yaitu: 
1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu, 

sebagai ketua atau anggota; 
2. Menyusun rencana triwulan pengendalian mutu 

prograrn PAUD NI; 
3. Mernbuat instrurnen pernantauan prograrn PAUD NI; 
4. Mengurnpulkan data program PAUD NI; 
5. Menganalisis hasil pernantauan pelaksanaan program 

PAUD NI; 
6. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pernantauan, 

sebagai ketua atau anggota; 
7. Menyusun Laporan hasil pemantauan; 
8. Mernbuat instrumen penilaian prograrn pada satuan 

PAUD NI berdasarkan standar pendidikan; 



9. Melaksanakan, rnenganalisis, dan rnelaporkan hasil 
penilaian program pada satuan PAUD NI; 

10.Melakukan pernbirnbingan dan pembinaan kepada 
pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan 
standar pendidikan dengan sasaran kelornpok; 

11.Melakukan pernbirnbingan dan pernbinaan kepada 
~endidik dan tenaea kependidikan PAUD NI dalam 
melakukan peneiitian ' atau pengembangan, 
pernbelajaran, pelatihan, danlatau pernbirnbingan 
dengan sasaran perorangan; 

12.Melakukan pernbirnbingan dan pembinaan kepada 
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD NI dalarn 
menggunakan dan mengernbangkan media 
pernbelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan 
pernbelajaran, pelatihan, dantatau pernbirnbingan 
dengan sasaran perorangan; 

13.Menyusun laporan triwulan; dan 
14.Menyusun laporan tahunan, sebagai ketua atau 

anggota. 
d. Penilik Utama, yaitu: 

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian rnutu PAUD 
NI, sebagai ketua atau anggota; 

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian rnutu 
satuan PAUD NI; 

3. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pernantauan, 
sebagai anggota; 

4. Membuat instrumen penilaian program pada satuan 
PAUD NI berdasarkan standar pendidikan; 

5. Melaksanakan, rnenganalisis, dan rnelaporkan hasil 
penilaian program pada satuan PAUD NI; 

6. Melakukan pernbirnbingan dan pembinaan kepada 
pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan 
standar pendidikan dengan sasaran kelornpok; 

7. Melakukan pernbimbingan dan pembinaan kepada 
pendidik dan tenaga kependidikan PAUD NI dalam 
rnelakukan penelitian atau pengembangan, 
pernbelajaran, pelatihan, danlatau pernbimbingan 
dengan sasaran kelompok; 

8. Melakukan pembimbingan dan pernbinaan kepada 
~endidik dan tenaea ke~endidikan PAUD NI dalam 
kenggunakan d i n  ' rnengernbangkan media 
pernbelajaran dan teknologi inforrnasi untuk kegiatan - 
bernbela]aran, pelatihan, danlatau pernbirnbingan 
dengan sasaran kelompok; 

9. Menyusun laporan triwulan; 
10.Menyusun laporan tahunan, sebagai ketua atau 

anggota; 
11 .Menyusun desain evaluasi darnpak program PAUD NI; 
12.Menyusun instrumen evaluasi dampak program PAUD 

NI; 
13.Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi 

dampak program PAUD NI; 



14.Menyiapkan bahan presentasi; dan 
15.Melakukan presentasi hasil evaluasi dampak program 

PAUD NI. 

BAB VII 
PENGANGKATAN D A M  JABATAN 

Bagian Pertama 
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat 

Pasal 10 

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan Penilik adalah pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 
Penetapan Surat Keputusan Pengangkatan 

Dalam Jabatan 

Pasal 11 

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan 
fungsional Penilik ditetapkan dengan surat keputusan 
pejabat yang berwenang. 

( 2 )  Pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain 
di lingkungannya untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan fungsional Penilik. 

(3) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan fungsional Penilik tidak dapat berlaku 
surut. 

Bagian Ketiga 
Persyaratan Pengangkatan Dalam Jabatan 

Pasal 12 

(1) Persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan Penilik, sebagai berikut: 
a. Berstatus sebagai Pamong Belajar atau jabatan 

sejenis di lingkungan PAUD NI paling kurang 5 (Lima) 
tahun, atau pernah menjadi GurutPengawas 
Sekolah; 

b. Berijazah paling rendah SI/D-IV sesuai dengan 
kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang 
ditentukan; 

c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang Il l /  b; 



d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling 
kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 
dan 

e. Lulus seleksi sebagai Penilik. 

(2) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan 
Pamong Belajar, jabatan Pengawas Sekolah dan jabatan 
Guru, berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun. 

(3)  Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan 
sejenis di lingkungan PAUD NI, berusia paling tinggi 50 
(lima puluh) tahun. 

(4) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun 
setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat 
fungsional Penilik. 

(5) Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka 
kredit yans diperoleh dari unsur utama dan unsur 
penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

(6) Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan 
PAUD NI atau GuruIPengawas Sekolah yang diangkat 
dalam jabatan fungsional Penilik menggunakan angka 
kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan 
jenjang jabatan fungsional Penilik. 

(7) Diklat fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh lnstansi Pembina. 

(8) Surat Keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam jabatan Penilik dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan 
Bersama ini. 

Bagian Keempat 
Formasi Jabatan 

Pasal 13 

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 
jabatan Penilik dilaksanakan sesuai formasi jabatan 
Penilik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing- 
masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari 
Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan 
pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). 



(2) Forrnasi jabatan fungsional Penilik sebagairnana 
dirnaksud ayat (1) ditetapkan satu kecarnatan paling 
kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 12 (dua belas) 
orang. 

BAB Vlll 
PENllAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 14 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka 
kredit, setiap Penilik wajib rnencatat dan 
menginventarisasi sernua kegiatan yang dilakukan. 

(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalarn bentuk Daftar Usul 
Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling 
kurang I (satu) kali dalarn setahun. 

(3) Pengusulan DUPAK, penilaian dan penetapan angka 
kredit Penilik dilakukan palins kurang 1 (satu) kali 
dalam setahun. 

(4) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan 
jabatanlpangkat dilakukan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit 

ditetapkan paling larnbat bulan Januari; dan 
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka 

kredit ditetapkan paling larnbat bulan Juli. 

Bagian Pertama 
Pejabat Yang Berwenang 
Menetapkan Angka Kredit 

Pasal 15 

Pejabat yans berwenang rnenetapkan angka kredit adalah: 
a. Menteri Pendidikan Nasional bagi Penilik Madya, pangkat 

Pernbina Tingkat I, golongan ruang IVIb sampai dengan 
Penilik Utarna, pangkat Pembina Utarna Madya, golongan 
ruang IVId; 

b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di 
KabupatenlKota bagi Penilik Pertarna, pangkat Penata 
Muda Tinskat I, golongan ruang I l l lb  sarnpai dengan 
Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa. 



Pasal 16 

(1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus membuat 
spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala 
BKNIKepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 

( 2 )  Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan 
pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan 
disampaikan kepada Kepala BKNIKantor Regional BKN 
yang bersangkutan. 

Pasal 17 

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berhalangan sehingga 
tidak dapat rnenetapkan angka kredit sampai batas waktu 
yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(3) dan ayat (4), maka penetapan angka kredit dapat 
dilakukan oleh atasan pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang 
secara fungsional bertanggung jawab di bidang PAUD NI 
setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari atasan 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

Bagaian Kedua 
Tim Penilai 

Pasal 18 

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 dibantu oleh: 
a. Tim penilai jabatan Penilik bagi Menteri Pendidikan 

Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. 
b. Tim penilai jabatan Penilik bagi Kepala Dinas yang 

membidangi pendidikan di KabupatenIKota yang 
selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupatenl Kota. 

Pasal 19 

(1) Syarat untuk menjadi anggota tim penilai adalah: 
a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama 

dengan jabatanlpangkat Penilik yang dinilai; 
b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai 

prestasi kerja Penilik; dan 
c.  dapat aktif melakukan penilaian. 



Anggota tirn penilai jabatan fungsional Penilik harus 
lulus pendidikan dan pelatihan calon tirn penilai angka 
kredit dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan 
Nasional. 

Masa jabatan anggota tirn penilai adalah 3 (tiga) tahun 
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 
berikutnya. 

Anggota tirn penilai yang telah rnenjabat 2 (dua) kali 
masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat 
kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 
(satu) masa jabatan. 

Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang 
berhalangan tetap, maka Ketua tirn penilai mengusulkan 
pengganti antarwaktu untuk rneneruskan sisa masa 
tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan tirn 
penilai. 

Dalam ha1 terdapat tirn penilai yang turut dinilai, Ketua 
tirn penilai dapat mengangkat anggota tirn penilai 
pengganti. 

Susunan anggota tirn penilai paling sedikit 7 (tujuh) 
orang terdiri dari unsur teknis yang membidansi PAUD 
NI, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penilik, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; 
b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 
c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur 

kepegawaian; dan 
d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. 

Anggota tirn penilai sebagairnana dimaksud pada ayat 
(7) huruf d paling sedikit 2 (dua) orang dari pejabat 
fungsional Penilik. 

Dalam hal kornposisi jumlah anggota tirn penilai 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d tidak 
dapat dipenuhi, maka anggota tirn penilai dapat 
diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi 
dalam penilaian prestasi kerja di bidang PAUD NI. 

Tata kerja tirn penilai dan tata cara penilaian angka 
kredit ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang 
membidangi PAUD NI Kementerian Pendidikan Nasional 
atas nama Menteri Pendidikan Nasional. 



Pasal 20 

(1) Tugas tirn penilai Pusat: 
a. membantu Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat 

Eselon I yang ditunjuk dalam menetapkan angka 
kredit Penilik Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang IVIb sarnpai dengan Penilik Utama, 
pangkat Pembina Utarna Madya, golongan ruang 
IVld. 

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat Eselon I 
yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan 
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

(2) Tugas tirn penilai KabupatenlKota: 
a. membantu Kepala Dinas yang mernbidangi 

pendidikan KabupatenJKota dalam rnenetapkan 
angka kredit Penilik Pertama, pangkat Penata Muda 
Tingkat I, golongan ruang IllJb sampai dengan Penilik 
Madya, pangkat Pernbina, golongan ruang IVIa. 

b. rnelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas yang mernbidangi pendidikan 
KabupatenJKota, yang berhubungan dengan 
penetapan angka kredit sebagaimana dirnaksud pada 
huruf a. 

(3)  Dalam hal tirn penilai KabupatenJKota belum terbentuk, 
penilaian angka kredit Penilik dapat dimintakan kepada 
Tim Penilai KabupatenJKota Daerah terdekat, atau Tim 
Penilai Pusat. 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Tim Penilai 

Pasal 21 

(1) Untuk membantu tirn penilai dalam rnelaksanakan 
tugasnya, dibentuk Sekretariat tirn penilai yang 
dipimpin oleh seorang sekretaris yang secara fungsional 
bertanggung jawab di bidang kepegawaian. 

(2) Sekretariat tirn penilai dibentuk dan ditetapkan dengan 
keputusan oleh pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit. 



Bagian Keernpat 
Tim Teknis 

Pasal 22 

Pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit 
dapat mernbentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri 
dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai 
Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang 
mempunyai kernampuan teknis yang diperlukan, atas 
usul Ketua tirn penilai. 

Tugas tirn teknis adalah memberikan saran 
dan pendapat kepada Ketua tirn penilai dalarn hal 
memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat 
khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian 
tertentu. 

Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab 
kepada Ketua tirn penilai. 

Bagian Kelirna 
Pengusulan Penetapan Angka Kredit 

Pasal 23 

Untuk rnenilai prestasi kerja Penilik dilakukan penilaian 
angka kredit oleh tirn penilai. 

Setiap Penilik yang akan dinilai prestasi kerjanya wajib 
menyiapkan bahan penilaian yang dituangkan dalam 
DUPAK. 

Bahan penilaian sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) 
disarnpaikan kepada pirnpinan unit kerja melalui atasan 
langsung. 

Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian 
angka kredit Penilik kepada pejabat yang berwenang 
mengusulkan penetapan angka kredit. 

Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka 
kredit Penilik menyampaikan usul penetapan angka 
kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit melalui Sekretariat tirn penilai. 

DUPAK Penilik dibuat berdasarkan jenjang jabatan 
menurut contoh forrnulir sebagaimana tersebut pada 
Lampiran 11-A sampai dengan Larnpiran Il-D Peraturan 
Bersarna ini. 



(7) Setiap usul penetapan angka kredit Penilik dilampiri 
dengan: 
a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut pada Lampiran Ill Peraturan 
Bersama ini; 

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengendalian 
mutu program PAUD NI, dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV 
Peraturan Bersama ini; 

c. surat pernyataan melakukan kegiatan evaluasi 
dampak prozram PAUD NI, dibuat menurut contoh 
formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V 
Peraturan Bersama ini; 

d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan 
profesi, dibuat menurut contoh formulir 
sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan 
Bersama ini; dan 

e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 
tugas, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini. 

(8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
harus disertai dengan bukti fisik 

Pasal 24 

(1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Penilik 
harus dinilai secara obyektif oleh tim penilai 
berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit 
sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010. 

(2) Hasil penilaian tim penilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  menjadi dasar penetapan angka kredit oleh 
pejabat yang berwenans menetapkan angka kredit. 

Usul penetapan angka kredit Penilik diajukan oleh: 
a. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di 

KabupatenIKota kepada Menteri Pendidikan Nasional 
untuk angka kredit Penilik Madya, pangkat Pembina 
Tingkat I, golongan ruang IVIb sampai dengan Penilik 
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 
IVld. 



b. Pejabat struktural yang membidangi Kepegawaian di 
lingkungan Dinas yang membidangi pendidikan 
KabupatenlKota kepada Kepala Dinas yang membidangi 
pendidikan di KabupatenIKota untuk angka kredit 
Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang I l l lb  sampai dengan Penilik Madya, 
pangkat Pembina, golonsan ruang IV/a di lingkungan 
KabupatenIKota masing-masing. 

Pasal 26 

(1) Penetapan angka kredit (PAK) Penilik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, 
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut 
pada Lampiran Vlll Peraturan Bersama ini. 

(2) Asli PAK disampaikan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara (BKN)lKepala Kantor Regional BKN 
yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan 
kepada: 
a. Penilik yang bersangkutan; 
b. Sekretaris tim penilai yang bersangkutan; 
c. Kepala BiroIBadan Kepegawaian DaerahlBagian 

Kepegawaian instansi yans bersangkutan; 
d. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan; dan 
e. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

BAB IX 
KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk 
mempertimbangkan kenaikan jabatan danlatau kenaikan 
pangkat Penilik sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27, dapat dipertimbangkan apabila: 
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan 

untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau 

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai 
baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

d. telah lulus u j i  kompetensi. 



( 2 )  Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional. 

(3 )  Kenaikan jabatan Penilik Pertama menjadi Penilik Muda 
sampai dengan Penilik Madya ditetapkan oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian lnstansi masing-masing. 

(4) Kenaikan jabatan Penilik Madya menjadi Penilik Utama 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

( 1 )  Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27, dapat dipertimbangkan apabila: 
a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian 

pelaksanaan pekerjaan dalam dalam Daftar Penilaian 
Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai 
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

(2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki 
jabatan Penilik Madya, pangkat Pembina Tingkat I, 
golongan ruang lVlb untuk menjadi Pembina Utama 
Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Penilik 
Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 
IVId ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat 
pertimbangan teknis Kepala BKN. 

(3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil KabupatenIKota 
yang menduduki jabatan Penilik Pertama, pangkat 
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b untuk 
menjadi Penilik Muda, pangkat Penata, golongan ruang 
Ill/c sampai dengan Penilik Madya, pangkat Pembina, 
golongan ruang lVla ditetapkan dengan Keputusan 
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah KabupatenIKota 
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis 
Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan. 

(1) Kenaikan pangkat bagi Penilik dalam jenjang jabatan 
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila 
kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu 
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 



(2) Penilik yang memiliki angka kredit melebihi angka 
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat 
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut 
dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat 
berikutnya. 

Pasal 31 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus 
dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk 
pengangkatan dan kenaikan jabatanlpangkat Penilik 
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran It, 
Lampiran Ill, dan Lampiran IV Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2010 dengan ketentuan: 
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka 

kredit berasal dari diklat, pengendalian rnutu 
program PAUD NI, evaluasi dampak program PAUD 
NI, dan pengembangan profesi, tidak termasuk unsur 
pendidikan; dan 

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit 
berasal dari unsur penunjang. 

(2) Untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi 
dari Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang I l l lb  sarnpai dengan Penilik Utama, 
pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId 
wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi. 

Pasal 32 

(1) Penilik yang mencapai angka kredit untuk kenaikan 
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi pada tahun 
pertama dalam masa jabatanlpangkat yang 
didudukinya, pada tahun berikutnya wajib 
mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) 
angka kredit dari jumlah angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat 
setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas 
pokok. 

(2) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang I l l lb  yang akan naik jenjang 
jabatanlpangkat menjadi Penilik Muda, pangkat Penata, 
golongan ruang Ill lc, angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan jabatanlpangkat, paling sedikit 4 
(empat) angka kredit harus berasal dari sub unsur 
pengembangan profesi. 



(3) Penilik Muda, pangkat Penata, golongan ruang Il l lc yang 
akan naik pangkat rnenjadi Penata Tingkat I, golongan 
ruang Illld, angka kredit yang dipersyaratkan untuk 
kenaikan pangkat, paling sedikit 6 (enam) angka kredit 
harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

4) Penilik Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
I l l ld  yang akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi 
Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa, 
angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat, paling sedikit 8 (delapan) angka kredit 
harus berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(5) Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa 
yang akan naik pangkat menjadi Pernbina Tingkat I, 
golongan ruang IVIb, angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 10 (sepuluh) 
angka kredit harus berasal dari sub unsur pengembangan 
profesi. 

(6) Penilik Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan 
ruang IVIb yang akan naik pangkat menjadi Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IVIc, angka kredit yang 
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat, paling sedikit 
12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur 
pengembangan profesi. 

(7) Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan 
ruang IVIc yang akan naik jenjang jabatanlpangkat 
menjadi Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, 
golongan ruang IVId, angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan jabatanlpangkat, paling sedikit 14 
(empat belas) angka kredit harus berasal dari sub unsur 
pengembangan profesi. 

(8) Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, 
golongan ruang IV/d setiap tahun sejak menduduki 
jabatanlpangkatnya, wajib mengumpulkan paling 
sedikit 25 (dua puluh Lima) angka kredit dari kegiatan 
tugas pokok dan pengembangan profesi. 

BAB X 
KOMPETENSI PENlLlK 

Pasal 33 

(1) Standar kompetensi Penilik minimal mencakup: 
a. Kompetensi supervisi manajerial; 
b. Kompetensi supervisi akademik; dan 
c. Kompetensi evaluasi pendidikan. 



(2) Standar kornpetensi sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional. 

BAB XI 
PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM 

DAN DARl JABATAN 

Pasal 34 

Pernbebasan sernentara dan pengangkatan kernbali dalarn 
dan dari jabatan fungsional Penilik ditetapkan dengan 
keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Bagian Pertama 
Pembebasan Sernentara 

Pasal 35 

(1) Penilik Pertarna, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang I l l lb  sarnpai dengan Penilik Madya, 
pangkat Pernbina Utarna Muda, golongan ruang IV/c 
dibebaskan sernentara dari jabatannya apabila telah 5 
(Lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat 
rnengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan 
setingkat lebih tinggi bagi Penilik yang jabatannya lebih 
rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang 
dirniliki. 

(2) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang I l l lb  sampai dengan Penilik Madya, 
pangkat Pernbina Utarna Muda, golongan ruang IVIc, 
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 
(Lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat 
rnengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat 
setingkat lebih tinggi bagi Penilik yang akan 
rnendapatkan kenaikan pangkat pertarna sejak diangkat 
dalam jabatan terakhir. 

(3) Penilik Pertarna, pangkat Penata Muda Tingkat I, 
golongan ruang I l l lb  sarnpai dengan Penilik Madya, 
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc, 
dibebaskan sernentara dari jabatannya apabila telah 5 
(lirna) tahun dalarn pangkat terakhir tidak dapat 
mengurnpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi bagi Penilik yang pernah 
mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam 
jabatan terakhir. 



(4) Penilik Utama, pangkat Pernbina Utama Madya, 
golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari 
jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam 
jabatanlpangkat tidak dapat rnengurnpulkan paling 
kurang 25 (dua puluh lirna) angka kredit dari kegiatan 
tugas pokok. 

(5 )  Pembebasan sementara bagi Penilik sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (I), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
didahului dengan peringatan oleh pejabat yang 
berwenang menetapkan angka kredit. 

(6) Peringatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) 
dilakukan paling larnbat 6 (enam) bulan sebelum batas 
waktu pernbebasan sementara diberlakukan. 

(7) Peringatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) dibuat 
rnenurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada 
Larnpiran IX Peraturan Bersama ini. 

(8) Selain pembebasan sernentara sebagairnana dirnaksud 
pada ayat ( I ) ,  ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Penilik 
dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: 
a. dijatuhi hukurnan disiplin tingkat sedang atau berat 

berupa penurunan pangkat; 
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri 

Sipil; 
c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penilik; 
d. menjalani cuti di  luar tanggungan negara kecuali 

persalinan keernpat dan seterusnya; atau 
e. tugas belajar lebih dari 6 (enarn) bulan. 

(9) Penilik yang dibebaskan sementara sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (I), ayat (2) ,  ayat (3), ayat (4), dan 
ayat (7) huruf a dalarn rnenjalani hukurnan tetap 
melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan 
angka kreditnya. 

(10) Surat Keputusan pembebasan sernentara dari jabatan 
Penilik dibuat rnenurut contoh forrnulir sebagairnana 
tersebut pada Larnpiran X Peraturan Bersarna ini. 

Pasal 36 

(1) Penilik yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat 
berupa pernindahan dalam rangka penurunan jabatan, 
rnelaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru. 

(2) Prestasi kerja Penitik dalam masa hukuman 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dinilai sesuai 
dengan jabatan yang baru. 



Penilik yang dijatuhi hukuman sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (1) jumlah angka kredit yang telah dimiliki 
dari jabatan semula tetap dihitung. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Kembali 

Pasal 37 

Penilik yang dibebaskan sementara karena tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk 
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat 
kembali dalam jabatan Penilik apabila telah rnemenuhi 
angka kredit kekurangannya. 

Penilik yang dibebaskan sementara karena dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat sedans atau tingkat berat 
berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam 
jabatan Penilik apabila masa berlakunya hukuman 
disiplin tersebut telah berakhir. 

Penilik yang dibebaskan sementara karena 
diberhentikan sementara, dapat diangkat kembali 
dalam jabatan Penilik apabila berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman 
percobaan. 

Penilik yang dibebaskan sementara karena ditugaskan 
secara penuh di luar jabatan Penilik, dapat diangkat 
kembali dalam jabatan Penilik setelah selesai 
melaksanakan tugas di luar jabatan Penilik dengan 
ketentuan usia paling tinggi 54 (Lima puluh empat) 
tahun. 

Penilik yang dibebaskan sementara karena cuti diluar 
tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat 
dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi 
semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penilik. 

Penilik yang dibebaskan sementara karena menjalani 
tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat 
kembali dalam jabatan Penilik apabila telah selesai 
menjalani tugas belajar. 

Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan 
Penilik, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana 
tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini. 



Pasal 38 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kernbali dalarn jabatan 
Penilik sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 37, jabatannya 
ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dirniliki 
dan dapat ditarnbah angka kredit yang diperoleh selarna 
tidak rnenduduki jabatan fungsional Penilik. 

BAB XI1 
PEMBERHENTIAN DARl JABATAN 

Pasal 39 

(1) Penilik diberhentikan dari jabatannya, karena: 
a. dijatuhi hukurnan disiplin tingkat berat dan telah 

rnempunyai kekuatan hukurn tetap, kecuali jenis 
hukurnan disiplin tingkat berat berupa penurunan 
pangkat; dan 

b. dalarn jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sernentara dari jabatannya sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 35 ayat ( I ) ,  ayat (2), ayat (3), dan ayat 
(4) tidak dapat rnengurnpulkan angka kredit yang 
ditentukan. 

(2 )  Surat Keputusan pernberhentian dari jabatan Penilik 
dibuat rnenurut contoh forrnulir sebagairnana tersebut 
pada Larnpiran XI1 Peraturan Bersarna ini. 

BAB Xlll 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penilik 
tidak dapat rnenduduki jabatan rangkap, baik jabatan 
fungsional lain maupun dengan jabatan struktural. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, Penilik yang 
telah rnernenuhi syarat sebagairnana dirnaksud dalarn 
Pasal 12 jenjang jabatannya disesuaikan sebagairnana 
dirnaksud dalarn Pasal7 ayat (2). 

(2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Penilik sarnpai 
dengan ditetapkannya Peraturan Bersarna ini, dinilai 
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: 15lKEPl M.PANl212002. 



(1) Penilik yang belum memiliki ijazah SIID-IV dengan 
pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang l l l b  
sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan 
ruang l l l ld  melaksanakan tugas dan penilaian prestasi 
kerjanya sebagaimana tersebut pada Lampiran V 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010. 

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan 
penunjang tugas Penilik diberikan angka kredit 
sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010. 

(3) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), jumlah 
angka kredit kumulatif rninimal yang harus dipenuhi 
untuk kenaikan pangkat Penilik, bagi: 
a. Penilik yang berijazah Diploma Dua (D-ll) adalah 

sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010; dan 

b. Penilik yang berijazah Diploma Tiga (D-Ill) adalah 
sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010. 

(4) Jumlah angka kredit kumulatif rninimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( I )  adalah: 
a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka 

kredit berasal dari diklat, pengendalian mutu 
program PAUD NI, evaluasi darnpak program PAUD 
NI, dan pengembangan profesi, tidak termasuk unsur 
pendidikan; dan 

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit 
berasal dari unsur penunjang. 

(1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 
apabila tidak rnemperoleh ijazah S1 /D-IV, kenaikan pangkat 
paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang Il l ld. 

(2) Penilik sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I) ,  setiap tahun 
sejak rnenduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang 
Illld, wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 
(sepuluh) dari kegiatan tugas pokok. 



(3) Penilik yang belurn rnerniliki ijazah SIID-IV, 
jabatanlpangkatnya ditetapkan sesuai dengan 
jabatanlpangkat terakhir yang dimiliki, dengan ketentuan 
paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Bersarna 
ini diberlakukan yang bersangkutan harus memiliki ijazah 
SIID-IV. 

(1) DUPAK Penilik sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 42 
ayat (1) dibuat menurut contoh forrnulir sebagairnan 
dirnaksud pada Larnpiran Xlll Peraturan Bersama ini. 

(2) Setiap usul penetapan angka kredit Penilik sebagirnana 
dirnaksud dalarn Pasal 42 ayat (1) harus dilarnpirkan 
dengan surat pernyataan sebagaimana dirnaksud dalarn 
Pasal 23 ayat (7) Peraturan Bersama ini. 

(3)  Surat pernyataan sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
harus disertai dengan bukti fisik. 

(4) Penilik sebagairnana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 
apabila rnernperoleh ijazah SIID-IV disesuaikan dalam 
jenjang jabatan Penilik sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal7 ayat ( 2 )  Peraturan Bersarna ini. 

(5) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) 
apabila mernperoleh ijazah SAID-IV, diberikan angka 
kredit sebesar 65% (enarn puluh Lima persen) angka 
kredit kurnulatif yang berasal dari diklat, tugas pokok, 
dan kegiatan pengembangan profesi Penilik ditambah 
angka kredit ijazah SIID-IV dengan tidak 
memperhitungkan angka kredit dari kegiatan 
penunjang. 

Pejabat yang berwenang rnenetapkan angka kredit Penilik 
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal42 ayat (1) adalah Kepala 
Dinas yang mernbidangi pendidikan di lingkungan 
KabupatenIKota. 

Usul penetapan angka kredit Penilik sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal42 ayat ( I )  diajukan oleh pejabat struktural yang 
rnernbidangi kepegawaian di lingkungan Dinas yang 
rnembidanei pendidikan KabupatenIKota kepada Kepala - .  
Dinas yang membidangi pendidikan di ~ a b u ~ a t e n l ~ o t a .  



Syarat lulus diklat dan mendapat sertifikat untuk diangkat 
menjadi anggota tim penilai sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) berlaku efektif tanggal 1 Januari 2014. 

Syarat lulus uj i  kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) huruf d berlaku efektif tanggal 1 Januari 
201 3. 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan 
Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri 
Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai densan 
bidang tugas masing-masing. 

Pasal 50 

Untuk mernpermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini 
dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendaya2unaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 
Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV 
Peraturan Bersama ini. 

Pasal 51 

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Peraturan 
Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor:l/U/SKB/2002 dan Nomor 04 
Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan 
Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak 
berlaku. 



Peraturan Bersarna in i  mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan d i  Jakarta 
pada tangga1 2 4  Maret 201  1 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGA IKAN NASIONAL, 

EDY TOP0 ASHARI 



LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASlONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA 
NOMOR 02/111/PB/2011 
NCIMOR 7 TAHLN 201 1 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
P E R T M  

KEDUA 
KETIGA 
KEEMPAT 

KEPUTUSAN 
PRESIDENIMENTERIIBUPATIIWALIKOTA*) 

NOMOR : .............................. ......... ........ 
TENTANG 

PENGANGKATAN D A L M  JABATAN PENlLlK 

bahwa sebagaimana Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional 
Penilik dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara 

................... ................ dalam jabatan Penilik ; 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan ~ndang-  
undang Nomor 43 Tahun 1999; 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
Peraturan Pemerinlah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 
Peraturan ,Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 
Tahun2010; 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2010; 
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 

....................................... ...................... Negara Nomor dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 

Terhitung mulai tanggal ............ Mengangkat Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama .............................................................. 
b. NIP .............................................................. 
c. PangkatlgolruITMT .............................................................. 
d. Unit kerja .............................................................. 

........................... Dalam jabatan ................... dengan angka kredit sebesar 
.* ............................................................................................................ ) .. .......................................................................................................... ) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan 
perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui 
dan diindahkan sebagaimana mestinya. 

Tembusan : 
1. Menteri Pendidikan Nasional; 

Ditetapkan di : ....................... 
.................. Pada Tanggal :. .... 

NIP. 

21 ~ e ~ a l a  BKNlKantor ~ e g i o n a ~ . ~ ~ ~  yang bersangkutan;') 
3. Kepala BKD Kabupaten atau Kota atau Biro Kepegawaian 

Kementerian Pendidikan Nasional:') 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka <real[; 
5 .  Kepala Kantor Pe.ayanan Perbendanaraan hegaralkepala BIro atau Baglan ke-angan Daeran 

yang bersangkutan:) 
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan. 
') Coret yang t~dak p e r l ~ .  
" 1  Dils~ apab~la ada penambahan dldturn yang d~anggap per.u 



LAMPIRAN Il-A 
PERATURAN BERSAMA MENTERl PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 02/11l/PB/2011 

NOMOR 7 TAHUN 2011 

TANGGAL 24 MARET 201 1 

TANGGAL : 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

PENlLlK PERTAMA 

NOMOR : 

lnstansi : ..................................... Masa penilaian Bulan .............. s/d ..................... 

ANGKA KREDIT MENURUT 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 





UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

ng PAUD NI yang tidak 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

35 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

dengan bidang tugasnya 

a 

b 

c 

Doktor (S3) 

Magister (S2) 

SarjanaIDiplorna lV (SI )  I D IV 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 



JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

i 

i 

I 

I 

i 

i 

: 
i 

i 

') Dicoret yang tidak perlu 



2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dampak program 

3 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan 

................................... 

4 dan seterusnya 
.................................... 

(nama pejabat pengusul) 

. . . . . . . . . . . . .  

4 dan selerusnya ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(nama penilai I ) 

................................... 

(nama penilai II ) 

............. 

4 dan seterusnya 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ketua Tim Penilai 



LAMPIRAN 11-8 

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 02/111/PB12011 

NOMOR 7 TAHUN 2011 

TANGGAL 24 MARET 201 1 

TANGGAL : 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

PENlLlK MUDA 

NOMOR : 

lnstansi : ...................................... Masa penilaian Bulan .............. sld ..................... 
 NO 1 KETERANGANPERORANGAN 1 

1 3 l ~o rno r  Seri Kartu Pegawai I I 

lpendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya I 1 

4 Tempat dan Tanggal Lahir 

5 l ~en i s  Kelarnin 

8 

9 

10 

I 

UNSUR YANG DlNlLAl 

A. (Pendidikan sekolah 1 

- 

Jabatan 

NO 

1 
I 

1 1 I ~ 

B. 

Masa Kerja Golongan 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

2 
UNSURUTAMA 

ANGKA KREDIT MENURUT 

Lama 

Baru 

INSTANSI PENGUSUL 

LAMA ( BARU (JUMLAH 
3 1 4 1  5 

I I 

~ 

Unit Kerja 

TIM PENllAl 

LAMA I BARU 1 JUMLAH 
6 1 7 1  8 

1, 

2, 

3, 

Doktor (53) 

Pascasarjana (S2) 

Sarjana (S1)IDiploma IV 

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kedinasan, 
kursus dengan rnemperoleh Sertifikat atau Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 



D NI berdasarkan standar 

r pendidikan dengan 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

dengan bidang tugasnya 

a 

b 

c 

JUMLAHUNSURPENUNJANG 

Doktor (53) 

Magister (S2) 

SarjanalDiploma lV (SI) / D IV - 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

JUMLAHUNSURUTAMADANUNSURPENUNJANG 

') Dicoret yang tidak perlu 



2.  Surat Pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dampak program 

3 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4 ,  Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan 

................................... 

4 dan seterusnya 
.................................... 

............. 

4 dan seterusnya .................................... 

(narna penilai I ) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

4 dan seterusnya 

..................................... 
Ketua Tim Penilai 



LAMPIRAN Il-C 

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 02/111/PB/2011 

NOMOR 7 TAHUN 201 1 

TANGGAL 24 MARET 201 1 

TANGGAL : 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

PENlLlK MADYA 

NOMOR : 

Instansi : ........... ..... .... Masa penilaian Bulan ..... ......... sld ................... 

6 Pendidikan yang diperhitungkan Angka Kreditnya 

7 ~~anaka t l ~o lonoan  RuanarrMT 1 

2 

3 

4 

N I P  

Nomor Seri Kartu Pegawai 

Temoat dan Tanaaal Lahir 

UNSUR. SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

8 

9 

i n  

Jabatan 

Masa Kerja Golongan 
Lama 

Baru 
Ilnit K ~ r i a  



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

ar pendidikan dengan 

pembalajaran, pelatihan, dan bimbingan 
dengan sasaran perorangan 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 





Butir kegiabn jenjang jabatan di atasldi bawah 

*) Dicoret yang tidak perlu 



2. Surat Pernyataan rnelakukan kegiatan evaluasi dampak program 

3 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4, Surat Pernyataan rnelakukan kegiatan penunjang pelaksanaan 

................................... 

4 dan seterusnya 
.................................... 

............. 

.................................... 4 dan seterusnya 

(narna penilai I ) 

................................... 

(narna penilai II ) 

............. 

4 dan seterusnya 

..................................... 
Ketua Tim Penilai 

I 

52 



LAMPIRAN Il-D 

PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAlAN NEGARA 

NOMOR 021111/PB12011 

NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

TANGGAL : 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

PENlLlK UTAMA 

NOMOR : 

Instansi : ...................................... Masa penilaian Bulan .............. sld ..................... 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

sasaran kelompok 

pengembangan pembelajaran, pelatihan, 
danlatau pembirnbingan dengan sasaran 

kepada pendidik dan tenaga kependidikan 
PAUD NI dalam menggunakan dan 
mengembangkan media pembelajaran dan 
teknologi informasi unluk kegiatan 
pembalajaran, pelatihan, dan bimbingan 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

tin'auan atau ulasan ilmiah hasil gagasan 

ng PAUD NI yang tidak 





UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

*) Dicoret yang tidak perlu 



2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dampak program 

3 Surat Pernyataan melakukan kegialan pengembangan profesi 

4 ,  Surat Pernyataan rnelakukan kegiatan penunjang pelaksanaan 

................................... 

4 dan seterusnya 
.................................... 

............. 

.................................... 4 dan seterusnya 

(nama penilai I ) 

................................... 

4 dan seterusnya 

..................................... 
Ketua Tim Penilai 



LAMPIRAN Ill PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL D A h  KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN hEGARA 
NOMOR 02/11 /PB12011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24  MARET 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
TELAH MENGlKUTl PENDlDlKAN DAN PELATIHAN 

PENlLlK 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah menqikuti pendidikan dan pelatihan Penilik sebagai berikut : 

Dernikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

Atasan Langsung 

NIP 

Tanggal No Satuan 
Hasil 

Uraian Kegiatan Angka 
Kredit 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keteranganl 
bukti fisik 



LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 02/1111PB12011 
NOMOR 7 TAHUN 2011 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGENDALIAN MUTU P R O G W  PAUD NI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah rnelakukan kegiatan pengendalian mutu program PAUDNI sebagai berikut : 

I. 

2. 
3. 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestinya. 

.................... , ............................. 
Atasan Langsung 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

NIP 

No 
Jumlah 
Angka 
Kredit 

Tanggal Uraian Kegiatan 
Keteranganl 

bukti fisik Satuan 
Hasil 



LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 0211. /PB/2011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN EVALUASI DAMPAK PROGRAM PAUDNI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruang1TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

lelah melakukan kegiatan evaluasi dampak program PAUDNI sebagai berikut : 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya 

Atasan Langsung 

NIP 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Angka 
Kredit 

Keteranganl 
bukti fisik 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

No Tanggal Uraian Kegiatan Satuan 
Hasil 



LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 02/111/PB12011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24  MARET 201 1 

SURATPERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama ..................................................................................... 
NIP ..................................................................................... 
Pangkatlgolongan ruanglTMT ..................................................................................... 
Jabatan ..................................................................................... 
Unit Kerja ..................................................................................... 

Menyatakan bahwa : 

Nama ..................................................................................... 
NIP ..................................................................................... 
Pangkatlgolongan ruanglTMT ..................................................................................... 
Jabatan ..................................................................................... 
Unit Kerja ..................................................................................... 

relah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut : 

2. 
3. 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

.................... , ............................. 
Atasan Langsung 

Kredit 

NIP 

Satuan Tanggal No 
Jumlah 
Angka 
Kredit 

Jumlah 
Volume 

Kegiatan 

Uraian Kegiatan 
Keteranganl 

bukti fisik 



LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 0211 IlPBl2011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa : 

Nama 
NIP 
Pangkatlgolongan ruanglTMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah melakukan kegiatan penunjanz tugas sebagai berikut : 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

2 .  
3. 

dst 

.................... , ............................. 
Atasan Langsung 

Satuan 
Hasil 

Tangqal No 

NIP 

Uraian Kegiatan 

, 

I 

Jumlah 
Volume 
Kegiatan 

I I 

Angka 
Kredit 

Jumlah 
Angka 
Kredit 

Keterangant 
bukti fisik 



LAMPIRAN Vlll PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 02/111/PB/2011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

NOMOR : I I I 
lnstansi : ................................. Masa Penilaian : 
................... sld .......... ...... 

~ 
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DlNAlKAN DALAM 

............................ .......................... .............................................. JABATAN. / PANGKAT.. / TMT 

ASLl disampaikan dengan hormat kepada: - 
Kepala BKN Up. Deputi Bidang lnformasi Kepegawaian 

TEMBUSAN disampaikan kepada: 
1. Penilik yang bersangkutan; 
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; 
3.Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

Ditetapkan di : .................. 
Pada tanggal : .................. 
................................... 

NIP 



LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 02/111/PB12011 
NOMOR 7 TAt iLh 201 1 

SURAT PERINGATAN 

NOMOR : 

D A R l  ........................................................................................... 
KEPADA YTH ........................................................................................... 
A M T  ........................................................................................... 
TANGGAL ........................................................................................... 

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa : 

Nama ........................................................................................ 
NIP ........................................................................................ 
PangkatIGol. ruang ............................................................................................ 
Jabatan ............................................................................................ 
Unit kerja ............................................................................................ 
Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah ............................... tahun menduduki 

jabatan .......................................... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan 

sejumlah ............................................................ 
2 .  Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2010 jo  Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor ........................ dan Nomor ........................... tanggal ............... diminta agar Saudara dapat 
memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan. 

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari 
Penilik. 

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di : ........................ 
................... Pada tanggal : .... 

NIP. 

Tembusan : 

1.  Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNIKepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; ') 
3. Pimpinan unit kerja Penilik yang bersangkutan; 
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan NasionalIKepala BKD KabIKota yang bersangkutan; 
5. Pejabat laian yang dipandang perlu. 
') Coret yang tidak perlu 



LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 0211111PBl2011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

KEPUTUSAN 

NOMOR : .................................. .... ......... 
TENTANG 

PEMBEBASAN SEMENTARA DARl JABATAN PENlLlK 
PRESIDENIMENTERIIBUPATIIWALIKOTA,') 

Menirnbang a, bahwa Saudara ............. NIP .......... pangkatlgolongan ruang ............, terhitung 
mulai tanggal ......... dibebaskan sementara dari jabatan Penilik karena ............. "); 

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai 
Negeri Sipil dalam jabatan Penilik, dipandang perlu untuk membebaskan sementara 
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Penilik; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Peraluran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009; 

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2010; 

7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
....................................... ...................... Negara Nomor dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 

......................................................... PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan 
sementara Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama .............................................................. 
b. NIP .............................................................. 

.............................. c. Pangkatlgolongan ruang1TMT : ........................... .. 
d. Unit kerja .............................................................. 
Dari jabatan .......................................................................... d e n  angka 
kredit sebesar ............... .(... ..................................... ). 

.................. .................... KEDUA : Saudara dapat diangkat kembali dalam jabatan apabila telah 

KETIGA . f*. . ) ....................................................................................................................... 
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbalkan 

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan 

diindahkan sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di : ................. 

................ Pada Tanggal : 

NIP, 

Ternbusan : 

1.  Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNIKantor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan NasionalIKepala BKD KabIKota yang bersangkutan;') 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala BirolBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;') 
6 .  Pejabat instansi Lain yang berkepentingan; 
') Coret yang tidak perlu. 
") Alasan pembebasan sementara 
"*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 02/111/PB12011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24  MARET 201 1 

KEPUTUSAN 
PRESIDEN/MENTERIIBUPATIIWALIKOTA') 

NOMOR : ............................................. 
TENTANG 

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENlLlK 

Menirnbang : a. 

b. 
Mengingat : 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

bahwa sebagaimana Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayaqunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 
Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kernbali Saudara ................ dalam jabatan 
Penilik ...................... ; 
............................................................................................................................................................. , 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagairnana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 
Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 ; 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009; 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2010; 
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

....................................... .................... Nornor.. dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : 

.......................... .............................................. PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .. 
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil : 
a. Nama .............................................................. 
b. NIP .............................................................. 
c. Pangkatlgolongan .............................................................. 

ruanglTMT 
d. Unit kerja .............................................................. 

...................... Dalam jabatan ................................. dengan angka kredit sebesar . . .  KEDUA . ) ....................................................................................................................... . . .  KETIGA . ) ...................................................................................................................... 
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan 

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
KELlMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan 

diindahkan sebagaimana mestinya. 
....................... Oitetapkan di : 

Pada Tanggal : ................. ....... 

NIP. 

Ternbusan : 

1. Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNlKantor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Kepala BKD KabIKota atau Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional yang bersangkutan;') 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.') 
6. Pejabat instansi Lain yang berkepentingan. 
') Coret yang tidak perlu. 
") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN XI1 PERATURAN BERSAMA 
MENTERI PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 02/111/PB/2011 
NOMOR 7 TAHUN 201 1 
TANGGAL 24 MARET 201 1 

KEPUTUSAN 
PRESlDENIMENTERIIBUPATI/WALIKOTA') 

NOMOR : ............................................. 
TENTANG 

PEMBERHENTIAN DARl JABATAN PENlLlK KARENA DlJATUHl HUKUMAN 
DlSlPLlN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP I 

TlDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN ') 

MENTERI I PIMPINAN LPNK I GUBERNUR I BUPATI I WALIKOTA;) 

Menimbang : 1. Bahwa Saudara .......... NIP ...... jabatan .............. pangkat I golongan ruang .......... terhitung 
mulai tanggal ............ telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan 
keputusan pejabat yang berwenang Nomor .............. tanggal .......... Idinyatakan tidak 
dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) sejak dibebaskan 
sementara'); 

2 .  bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Peqawai 
Negeri Sipil dalam jabatan Penilik, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri 
5ipil yang bersangkutan dari jabatan Penilik. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999; 

2 .  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 1; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 
201 0; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2010 ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 io  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 
2009; 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 14 Tahun 2010; 

8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian 
....................................... ...................... Negara Nomor dan Nomor ; 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 

................... ....... . .  PERTAMA : Terhitung mulai tanggal .. ............ memberhentikan dengan hormat 
dari jabatan Penilik : 
a. Nama .............................................................. 
b. NIP .............................................................. 
c. Pangkatlqolongan ruanglTMT : 
d. Unit kerja .............................................................. 

KEDUA . . I .  .......................................................................................................................... ) 
KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan 

dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. 
KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan 

diindahkan sebagaimana mestinya. 
................... Ditetapkan di : 

.................. Pada Tanggal : 

NIP. 

Tembusan : 

1. Menteri Pendidikan Nasional; 
2. Kepala BKNIKantor Regional BKN yang bersangkutan;') 
3. Pimpinan lnstansi yang bersangkutan;') 
4. Kepala BKD KabIKota atau Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional yang bersangkutan;') 
5. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit; 
6 .  Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan NegaralKepala BirolBagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;') 
') Coret yang tidak perlu. 
") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu 



LAMPIRAN Xlll 

PERATURAN BERSAMA MENTERl PENDlDlKAN NASIONAL DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 02/111/PB/2011 

NOMOR 7 TAHUN 201 1 

TANGGAL 24 MARET 201 1 

TANGGAL : 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 

GOLONGAN ll lB SAMPAI DENGAN GOLONGAN 11110 

NOMOR : 

Instansi : ..... Masa penilaian Bulan .............. sld ..................... 

Masa Kerja Golongan 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGlATAN 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

r pendidikan dengan 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR YANG DlNlLAl I 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 



UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTlR KEGIATAN 

a 

b 

c 

Diploma ll 

Diploma Ill 

Sarjana (S1)IDiplorna IV 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 



Butir kegiatan jenjang jabatan di atasldi bawah 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

*) Dicoret yang tidak perlu 



I ~P l f fANPENDUKUMG DUPAK 
I 1 Surat Pernyataan melakukan keglatan pengendal~an mutu I 

program PAUDNI 
2. Surat Pernyataan melakukan kegiatan evaluasi dampak program 

PAUDNI 
3 Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 

4, Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan 
tugas Penilik 

4 dan seterusnya 
.................................... 
(jabatan) 

(nama pejabat pengusul) 
NIP : 

1 ............. 

2 . . . . . . . . . . . . .  
3 ............. 

4 dan seterusnya 

I 
V  CATA AT AN ANGGOTA TIM PENllAl 

(nama penilai I ) 
NIP : 

I 

(nama penilai II ) 
NIP : 

I I 
VI  CATA AT AN KETUA TIM PENlLAl 

1 ............. 
2 ............. 
3 . . . . . . . . . . . . .  
4 dan seterusnya 

............................ 
Ketua Tim Penilai 

(nama) 
NIP : 

7. :: - -. . ...... 

NASIONAL, 

.... 
'i .. * '  *.%._ 



-~ ~ 

REPUBLIK INDONESLA 

PERATURAN 

MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI 

NOMOR 14 TAHUN 2010 

TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK DAN ANGKA KREDlTNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

DAN REFORMASI BIROKRASI, 

Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional Penilik dan angka kreditnya yang 

diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor: 15/KEP/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan 

Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya tidak sesuai 

dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi 

Penilik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 

Kreditnya 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nornor 3041), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 

169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 3890); 



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 

PemberhentianIPemberhentian Sementara Pegawai Negeri 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

2797); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 31); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lernbaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

lndonesia Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4332); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4192); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017). 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran 

Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, 

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 

41 93); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 

198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 4019); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 

Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2009 Nomor 164); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 

2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4496); 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

15. ~eraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja ~ementerian Negara sebagaimana telah empat kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 

Tahun 2008; 

16. Peraturan Presiden Nomor 84lP Tahun 2009 tentang 

Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor: 

29498/A2/KP/2009 tanggal 8 Mei 2009; 

2. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara 

dengan surat Nomor K26-30N.206-5/93 tanggal 14 

September 2009; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl 

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK DAN ANGKA 

KREDITNYA 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan: 

1. Jabatan Fungsional Penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan 

pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini 

(PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur 

Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

2. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan 

pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini 

(PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur 

Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). 



3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan 

bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi 

sebagai pengganti, penambah, danlatau pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

4. 'pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak 

usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, 

pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 

pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

5. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta 

satuan pendidikan yang sejenis. 

6. Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 

danfatau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

7. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

8. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau akumulasi 

nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penilik dalam rangka 

pernbinaan karier yang bersangkutan. 

9. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Penilik. 

BAB II 

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK. DAN JENlS PENlLlK 

Pasal2 

Jabatan fungsional Penilik termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya. 

Pasal3 

(1) Penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu 

dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, 

serta kursus pada jalur PNFI di Dinas Pendidikan KabupatenIKota atau Dinas 

yang bertanggungjawab di bidang PNFI. 

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang 

hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 



Pasal4 

Tugas pokok Penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan 

evaluasi dampak program PNFI. 

Pasal5 

Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya terdiri atas Penilik PAUD, Penilik 

pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus. 

BAB Ill 

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

Pasal6 

(1) lnstansi Pembina jabatan fungsional Penilik adalah Kementerian Pendidikan 

Nasional. 

(2) lnstansi Pembina sebagairnana dimaksud pada ayat (1) mernpunyai tugas 

pernbinaan antara lain: 

a. rnenyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Penilik; 

b, menyusun pedoman forrnasi jabatan fungsional Penilik; 

c. menetapkan standar kornpetensi jabatan fungsional Penilik; 

d. menyusun pedoman uji kompetensi jabatan fungsional Penilik; 

e. mengusulkan tunjangan jabatan fungsional Penilik; 

f. melakukan sosielisasi jabatan fungsional Penilik serta petunjuk 

pelaksanaannya; 

g. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik; 

h. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional Penilik; 

i, mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Penilik; 

j, mernfasilitasi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional Penilik; 

k. memfasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi profesi Penilik; 

I. rnernfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik 

Penilik; 

m, melakukan birnbingan teknis kompetensi dan profesionalitas jabatan 

fungsional Penilik; dan 

n, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional 

Penilik. 

BAB IV 

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal7 

Unsur dan sub unsur kegiatan Penilik yang dapat dinilai angka kreditnya terdiri 

dari: 



a. Pendidikan, meliputi: 

1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazahlgelar; dan 

2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional Penilik serta memperoleh 

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat. 

b. Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, meliputi: 

1. perencanaan program pengendalian mutu PNFI; 

2, pelaksanaan pernantauan program PNFI; 

3. pelaksanaan (;enilaian program PNFI; 

4. pelaksanaan pembimbingan dan pernbinaan kepada pendidik dan tenaga 

kependidikan pada satuan PNFI; dan 

5, penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI. 

c. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi: 

1. penyusunan rancanganldesain evaluasi dampak program PNFI; 

2. penyusunan instrumen evaluasi darnpak program PNFI; 

3. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program 

PNFI; dan 

4. presentasi hasil evaluasi darnpak program PNFI. 

d. Kegiatan pengembangan profesi, meliputi: 

1, pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) danlatau penelitian di bidang PNFI; 

2. penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan lainnya di bidang PNFI; dan 

3. pembuatan standar buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanl petunjuk teknis 

di bidang pengendalian mutu PNFI. 

4. menjadi juara dalam lomba karya ilmiah. 

e. Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi: 

1. pengajaranlpelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak 

program PNFI; 

2. keikutsertaan dalam seminarllokakarya di bidang PNFI; 

3. partisipasi aktif dalam penerbitan bukulmajalah di bidang PNFI; 

4. studi banding di bidang pengendalian mutu program PNFI; 

5. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik; 

6, perolehan penghargaanltanda jasaltanda kehormatanlsatya lancana karya 

satya; 

7. keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik; dan 

8. perolehan ijazahlgelar kesarjanaan lainnya. 



BAB V 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal8 

(1) Jabatan fungsional Penilik adalah jabatan tingkat keahlian. 

(2) Jenjang jabatan Penilik dari yang paling rendah sampai dengan yang paling 

tinggi, yaitu: 

a. Penilik Pertama; 

b. Penilik ~ u d a ;  

c. Penilik Madya; dan 

d. Penilik Utarna 

(3) Jenjang pangkat Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (Z), sesuai dengan 

jabatannya, yaitu: 

a. Penilik Pertama: 

Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llllb. 

b. Penilik Muda: 

1. Penata, golongan ruang Illlc; dan 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang lllld 

c. Penilik Madya: 

1. Pernbina, golongan ruang IVIa; 

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan 

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc. 

d. Penilik Utama: 

Pernbina Utama Madya, golongan ruang IV/d. 

(4) Jenjang pangkat dan jabatan Penilik sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 

adalah berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing 

jenjang jabatan. 

(5)Penetapan jenjang jabatan Penilik untuk pengangkatan dalam jabatan 

ditetapkan berdasarkan jurnlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan 

oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga 

dirnungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) 

(6) Setiap kenaikan jenjang jabatan Penilik harus lulus uji kornpetensi, 

(7) Uji kompetensi sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) di atur lebih lanjut oleh 

lnstansi Pembina 



BAB VI 

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl DALAM MEMBERIKAN 

ANGKA KREDIT 

Pasal9 

(1) Rincian kegiatan Penilik sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: 

a. Penilik Pertama, yaitu: 

1. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai 

anggota; 

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI; 

3. Membuat instrumen pemantauan program PNFI; 

4. Mengumpulkan data pemantauan pelaksanaan program PNFI; 

5. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI; 

6. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota; 

7. Menyusun laporan hasil pemantauan; 

8. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan 

standar pendidikan; 

9. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program 

pada satuan PNFI; 

10. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran 

perorangan; 

1 1. Menyusun laporan triwulan; dan 

12. Menyusun laporan tahunan sebagai anggota; 

b. Penilik Muda, yaitu: 

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai anggota; 

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI; 

3. Membuat instrumen pemantauan program PNFI; 

4. Mengumpulkan data pernantauan pelaksanaan program PNFI; 

5. Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI; 

6. Membuat desain diskusi terfokus hasil pemantauan; 

7. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota; 

8. Menyusun laporan hasil pemantauan; 

9. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan 

standar pendidikan; 



10. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program 

pada satuan PNFI; 

11. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran 

perorangan; 

12. Menyusun laporan triwulan; dan - 
13. Menyusun laporan tahunan sebagai anggota; 

c. Penilik Madya, yaitu: 

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu sebagai ketua atau 

anggota; 

2. Menyusun rencana triwulan pengendalian rnutu program PNFI; 

3. Membuat instrumen pernantauan program PNFI; 

4. Mengurnpulkan data program PNFI; 

5 .  Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI; 
,..,... 

6. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai ketua atau 

anggota; 

7. Menyusun laporan hasil pemantauan; 

8. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan 

standar pendidikan; 

9. Melaksanakan, rnenganalisis, dan melaporkan hasil penilaian 

program pada satuan PNFI; 

10. Melakukan pernbimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran 

kelompok; 

11. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian atau 

pengembangan, pembelajaran, pelatihan, danlatau pembimbingan 

dengan sasaran perorangan; 

12. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan 

media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan 

pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran perorangan; 

13. Menyusun laporan triwulan; dan 

14. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota; 



d. Penilik Utama, yaitu: 

1. Menyusun rencana tahunan pengendalian mutu PNFI sebagai ketua 

atau anggota; 

2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI; 

3. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota; 

4. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan 

standar pendidikan; 

5. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program 

pada satuan PNFI; 

6. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran 

kelompok; 

7. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian atau 

pengembangan, pembelajaran, pelatihan, danlatau pembimbingan 

dengan sasaran kelompok; 

8. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan 

tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan 

media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan 

pernbelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran kelompok; 

9. Menyusun laporan triwulan; 

10. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota; 

11. Menyusun desain evaluasi dampak program PNFI; 

12. Menyusun instrumen evaluasi dampak program PNFI; 

13. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program 

PNFI; 

14. Menyiapkan bahan presentasi; dan 

15. Melakukan presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI. 

(2) Penilik Pertama sampai dengan Penilik Utama yang melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi dan penunjang tugas Penilik diberikan nilai angka 

kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 



Pasal 10 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penilik yang sesuai dengan jenjang 

jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 9 

ayat (1) maka Penilik lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di 

bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan 

penugasan secara tertulis dari pirnpinan unit kerja yang bersangkutan. 

Pasal 11 

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Penilik yang rnelaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, 

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) 

dari angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalarn 

Larnpiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reforrnasi Birokrasi ini. 

b. Penilik yang rnelaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, 

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari 

angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi ini. 

Pasal 12 

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalarn memberikan angka kredit, terdiri dari: 

a. Unsur utarna; dan 

b. Unsur penunjang. 

(2) Unsur utarna, terdiri dari: 

a. Pendidikan; 

b. Pengendalian mutu program PNFI; 

c. Evaluasi dampak program PNFI; dan 

d. Pengembangan profesi. 

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok 

Penilik, sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 7 huruf e. 

(4) Rincian kegiatan Penilik dan angka kreditnya masing-masing unsur 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) adalah sebagairnana tersebut dalam 

Larnpiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini. 



(5) Penilik yang menjalankan tugas di daerah khusus, diberikan angka kredit 

tambahan, sebagai berikut: 

a. Penilik Pertama diberikan angka kredit sebesar 1,25 setiap tahun. 

b. Penilik Muda diberikan angka kredit sebesar 2,50 setiap tahun. 

c. Penilik Madya diberikan angka kredit sebesar 3,75 setiap tahun. 

d. Penilik Utama diberikan angka kredit sebesar 5,00 setiap tahun. 

(6) Penentuan daerah khusus sebagairnana dirnaksud ayat (5), didasarkan pada 

kriteria daerah khusus yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang. 

Pasal 13 

(1) Jumlah angka kredit kurnulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap 

Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik, bagi: 

a. Penilik dengan pendidikan Sarjana Strata Satu (SI)  I Diploma Empat (D- 

IV) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 

b. Penilik dengan pendidikan Sarjana Strata Dua (S2) adalah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi ini. 

c. Penilik dengan pendidikan Sarjana Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi ini. 

(2) Jumlah angka kredit kurnulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari 

diklat, pengendalian mutu program PNFI, evaluasi dampak program PNFI, 

dan pengembangan profesi; dan 

b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur 

penunjang. 

Pasal l4  

(1) Penilik yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk 

kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit 

tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

(2)  Penilik pada tahun pertama telah mernenuhi atau melebihi angka kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa jabatan yang 

didudukinya, pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20% (dua 



puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk 

kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan 

tugas pokok. 

Pasal 15 

(1) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llllb yang 

akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Muda, pangkat Penata. 

golongan ruang llllc, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan 

jabatanlpangkat paling kurang 4 (empat) angka kredit berasal dari sub unsur 

pengembangan profesi. 

(2) Penilik Muda, pangkat Penata, golongan ruang Illlc yang akan naik pangkat 

menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang lll/d, angka kredit yang disyaratkan 

untuk kenaikan pangkat paling kurang 6 (enam) angka kredit berasal dari sub 

unsur pengembangan profesi. 

(3) Penilik Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lllld yang akan naik 

jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan 

ruang IVIa, angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat 

paling kurang 8 (delapan) angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan 

profesi. 

(4) Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lVla yang akan naik 

pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb, angka kredit yang 

disyaratkan untuk kenaikan pangkat paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit 

berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(5) Penilik Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb yang akan 

naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IVlc, angka 

kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat paling kurang 12 (dua belas) 

angka kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi. 

(6) Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang 

akan naik jenjang jabatanlpangkat menjadi Penilik Utama, pangkat Pembina 

Utama Madya, golongan ruang IVld, angka kredit yang disyaratkan untuk 

kenaikan jabatanlpangkat paling kurang 14 (empat belas) angka kredit berasal 

dari sub unsur pengembangan profesi. 

(7) Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d setiap 

tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya wajib mengumpulkan paling 



kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan 

pengembangan profesi. 

Pasal 16 

(1) Penilik yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang 

pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI, pernbagian angka 

kreditnya ditetapkan sebagai berikut: 

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya 

adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat 

puluh persen) untuk penulis pembantu; 

b. apabila terdir~ dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya 

adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 

25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan 

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis rnaka pembagian angka 

kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan 

masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak 3 (tiga) orang. 

BAB VII 

PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal l7 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penilik wajib 

mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. 

(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penilik dilakukan paling 

kurang 1 (satu) kali dalam setahun. 

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Penilik 

dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan 

sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Pasall8 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah: 

a. Menteri Pendidikan Nasional bagi Penilik Madya, pangkat Pembina 

Tingkat I, golongan ruang lV/b sampai dengan Penilik Utama, pangkat 

Pembina Utama Madya, golongan ruang IVld; 



b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di KabupatenlKota bagi 

Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb 

sampai dengan Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IVIa. 

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dibantu oleh: 

a. Tim Penilai jabatan Penilik bagi Menteri Pendidikan Nasional yang 

selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat. 

b. Tim Penilai jabatan Penilik bagi Kepala Dinas yang membidangi 

pendidikan di KabupatenlKota yang selanjutnya disebut Tim Penilai 

Kabupatenl Kota. 

Pasal l9 

(1) Tim Penilai jabatan Penilik terdiri dari unsur teknis yang rnembidangi 

pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan PNF, unsur kepegawaian, dan 

pejabat fungsional Penilik. 

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: 

a. seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis; 

b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan 

d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. 

(3) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling 

kurang 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional Penilik. 

(4) Syarat untuk menjadi ~ n ~ ~ o t a  Tim Penilai, adalah: 

a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama dengan jabatanlpangkat 

Penilik yang dinilai; 

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penilik; dan 

c. dapat aktif melakukan penilaian. 

(5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak dapat dipenuhi dari Penilik, maka anggota Tim penilai dapat diangkat 

dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi 

kerja Penilik. 

(4) Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Penilik harus lulus pendidikan dan 

pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan 

Nasional. 



Pasal20 

(1) Apabila Tim Penilai KabupatenlKota belum dapat dibentuk, penilaian angka 

kredit Penilik dapat dimintakan kepada Tim Penilai KabupatenIKota lain 

terdekat atau Tim Penilai Pusat. 

(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: 

a. Menteri Pendidikan Nasional untuk Tim Penilai Pusat. 

b. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di KabupatenlKota untuk Tim 

Penilai KabupatenIKota. 

Pasal21 

(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat 

kembali untuk masa jabatan berikutnya. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) 

masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui 

tenggang waktu 1 (satu) tahun masa jabatan. 

(3) Dalam ha1 terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim 

Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai pengganti. 

Pasal22 

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Penilik ditetapkan 

Menteri Pendidikan Nasional selaku Pimpinan lnstansi Pembina jabatan 

fungsional Penilik. 

Pasal23 

Usul penetapan angka kredit Penilik diajukan oleh: 

a. Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di KabupatenIKota kepada 

Menteri Pendidikan Nasional untuk angka kredit Penilik Madya, pangkat 

Pembina Tingkat I, golongan ruang IVIb sampai dengan Penilik Utama, 

pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId. 

b. Pejabat struktural yang membidangi Kepegawaian di lingkungan Dinas yang 

membidangi pendidikan KabupatenIKota kepada Kepala Dinas yang 

membidangi pendidikan di KabupatenIKota untuk angka kredit Penilik 

Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb sampai dengan 

Penilik Madya, pangkat Pembina, golongan ruang lVla di lingkungan 

KabupatenlKota masing-masing. 



(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan 

angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jenjang 

jabatanlpangkat Penilik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat 

diajukan keberatan oleh Penilik yang bersangkutan. 

BAB Vlll 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK 

Pasal25 

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam jabatan Penilik adalah pejabat yang 

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal26 

(1). Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut: 

a. Berstatus sebagai pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan 

pendidikan nonformal dan informal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, 

atau pernah menjadi GurulPengawas Sekolah; 

b. Berijazah paling rendah SIID-IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

bidang kependidikan yang ditentukan; 

c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llllb; 

d. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) 

tahun terakhir; dan 

e. Lulus seleksi sebagai penilik. 

(2). Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan pamong belajar, jabatan 

pengawas sekolah dan jabatan Guru, berusia paling tinggi 54 tahun. 

(3). Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan 

pendidikan nonforrnal dan informal, berusia paling tinggi 50 tahun. 

(4). Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat 

fungsional Penilik. 

(5). Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan 

unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 

menetapkan angka kredit. 

(6). Pamong belajar atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan nonformal dan 

informal atau gurulpengawas sekolah yang diangkat dalam jabatan fungsional 



Penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar 

penetapan jenjang jabatan fungsional Penilik. 

(7). Diklat fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

lebih lanjut oleh lnstansi Pembina. 

Pasa127 

(1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, 

pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penilik dilaksanakan 

sesuai forrnasi jabatan Penilik yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing- 

masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung 
' jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan pertimbangan 

Kepala Badan ~ e ~ e ~ a w a i a n  Negara. 

(2) Formasi jabatan fungsional Penilik sebagaimana dirnaksud ayat (1) ditetapkan 

satu kecamatan paling kurang 3 (tiga) orang paling banyak 12 (dua belas) 

orang. 

BAB IX 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN 

PEMBERHENTIAN DARl JABATAN 

Pasal28 

(1) Penilik Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang llllb sampai 

dengan Penilik Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c 

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun sejak diangkat dalarn jabatanlpangkat terakhir tidak dapat 

rnengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat 

setingkat lebih tinggi. 

(2) Penilik Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IVId 

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat 

dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh 

lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi. 

(3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 

ayat (1) apabila tidak mengikuti atau tidak lulus diklat fungsional Penilik 

diberhentikan dari jabatan fungsional Penilik. 

(4) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), Penilik dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: 

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa 

penurunan pangkat; 

b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 

c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penilik; 



~. ,.~. 

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan ke 
. , . ,  . . 

empat dan seterusnya; atau 

el tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan 

Pasal29 

(1) Penilik yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( I )  dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan 

angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional 

Penilik. 

(2) Penilik yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, d, dan e, dapat diangkat kembali 

dalam jabatan fungsional Penilik. 

(3) Penilik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penilik 

apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah rnempunyai kekuatan 

hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana 

percobaan. 

(4) Penilik yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional Penilik, 

apabila berusia paling tinggi 54 (lirna puluh empat) tahun. 

(5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penilik sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( I ) ,  dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat 

ditambah angka kredit dari tugas pokok Penilik yang diperoleh selama 

pembebasan sementara. 

Pasal30 

Penilik diberhentikan dari jabatannya, apabila: 

a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan 

angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih 

tinggi; 

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari 

jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tidak dapat 

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; 

c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah rnernpunyai kekuatan hukum 

yang tetap, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat. 

Pasal31 

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan 

Penilik sebagaimana dimaksud Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 ditetapkan oleh 



Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB X 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal32 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Penilik yang telah memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 jenjang jabatannya disesuaikan 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini. 

(2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Penilik sampai dengan ditetapkannya 

petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini dinilai berdasarkan Keputusan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 15/KEPIM.PAN/2/2002. 

Pasal33 

(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Penilik yang belum memiliki ijazah SIID-IV 

dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang ll/b sampai dengan 

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang lllld melaksanakan tugas dan 

penilaian prestasi kerjanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi ini. 

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi dan penunjang tugas Penilik diberikan angka kredit 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 

(3) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (I),  jumlah angka kredit kumulatif 

minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Penilik, bagi: 

a. Penilik yang berijazah Diploma Dua (D-ll) adalah sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini.; 

b. Penilik yang berijazah Diploma Tiga (D-Ill) adalah sebagaimana tersebut 

dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 

(4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 



a. Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari 

diklat, pengendalian mutu program PNFI, evaluasi dampak program PNFI, 

dan pengembangan profesi; dan 

b. Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur 

penunjang. 

Pasa134 

(1) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Penilik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 33 ayat (1) apabila tidak memperoleh ijazah SIID-IV, kenaikan pangkat 

paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang Illld. 

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) ,  setiap tahun sejak menduduki 

pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang Illld, wajib mengumpulkan angka 

kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok. 

(3) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini ditetapkan. Penilik yang belum memiliki ijazah SAID-IV, 

jabatanlpangkatnya ditetapkan sesuai dengan jabatanlpangkat terakhir yang 

dimiliki, dengan ketentuan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan 

Menteri ini diberlakukan yang bersangkutan harus memiliki ijazah SAID-IV. 

(4) Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Penilik yang belum memiliki ijazah SIID-IV, 

jabatannya ditetapkan sesuai dengan Lampiran VI dan Lampiran VII Peraturan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. 

Pasal 35 

(1) Penilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) apabila memperoleh 

ijazah SIID-IV disesuaikan dalam jenjang jabatan Penilik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). 

(2) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diberikan angka kredit sebesar 

65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari diklat, 

tugas pokok, dan kegiatan pengembangan profesi Penilik ditambah angka 

kredit ijazah SIID-IV dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari 

kegiatan penunjang. 
Pasal 36 

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penilik golongan II adalah 

Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan kabupatenlkota. 

Pasal 37 

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat berwenang sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 36 dibantu oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

ayat (2) huruf b. 



Pasal 38 

Usul penetapan angka kredit Penilik golongan II diajukan oleh Pejabat struktural 

yang rnernbidangi Kepegawaian di lingkungan Dinas yang membidangi pendidikan 

KabupatenIKota kepada Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di 

KabupatenIKota. 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa139 

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan 

Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal40 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reforrnasi Birokrasi ini, ketentuan yang mengatur jabatan fungsional Penilik 

yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nornor:l5/KEPIM.PAN13/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka 

Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal41 

Peraturari ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 6 Juli 2010 

MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARA 

FORMASI BlROKRASl 



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl 
NOMOR 14 TAHUN 2010 
TANGGAL : 6 Jult 2010 

RlNClAN BUTlR KEGIATAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK DAN ANGKA KREDITNYA 



- 

JENJANG 
JABATAN 

. , .  , . .  
7 

Muda 
Pertama 
Madya 
Muda 

Pertama 
Utama 
Madya 
Muda 

Perlama 
Utama 
Madya 
Muda 

Pertama 

Muda 
Pertama 
Ulama 
Madya 

Madya 
Utama 

Madya 

Utama 
Utama 
Madya 
Muda 

Pertama 

Utama 
Madya 

ANGKA 
KREDIT 

6 
0.08 
0.04 
0.24 
0.16 
0.08 
0.96 
0.72 
0.48 
0.24 
0.96 
0.72 
0.48 
0.24 

0.64 
0.32 
1.6 
1.2 

0.48 
0.96 

0.3 
0.72 
0.32 
0.24 
0.16 
0.08 

0.32 
0.24 

SATUAN HASlL 

5 
Laporan 
Laporan 
Laporan 
Laporan 
Laporan 

Instrumen 
Inslrumen 
Instrumen 
Instrumen 
Laporan 
Laporan 
Laporan 
Laporan 

Laporan 
Laporan 
Laporan 
Laporan 

Laporan 
Laporan 

Laporan 
Laporan 
Laporan 
Laporan 
Laporan 
~ a ~ 6 r a n  

Laporan 
Laporan 

NO 

1 

- 

BUTlR KEGIATAN UNSUR 

2 

6. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

SUB UNSUR 

C. 

D. 

E. 

3 

Pelaksanaan penilaian Program PNFl 

Pelaksanaan pembimbingan dan 
pembinaan kepada pendidik dan tenaga 
kependidikan pada satuan PNFl 

Penyusunan laporan hasil pengendalian 
mutu PNFl 

4 
b. Anggota 

Menyusun laporan hasil pemantauan 

Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFl 
berdasarkan standar pendidikan 

Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian 
program pada satuan PNFl 

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik 
dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan 
dengan sasaran : 

a. 

b. 

Perorangan 

Kelompok 

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik 
dan tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penelitian 
atau pengembangan pembelajaran, pelatihan. daidatau 
pembimbingan dengan sasaran: 

a. lperorangan 
b. l~elompok 

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik 
dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan 
mengembangkan media pembelajaran dan leknologi informasi 
untuk kegiatan pembalajaran, pelatihan, dan bimbingan 
dengan sasaran: 

a. IPerorangan 
b. l~elompok 

Menyusun laporan tiiwulan 

Menyusun laporan tahunan 

a Kelua 



PROFESI 
PENGENDALIAN MUTU 
PROGRAM PNFl 

iah berupa tinjauan atau ulasan 

bahan lainnya di bidang PNFl 

2. 

PNFl yang dipublikasikan: 
Buku 

Naskah 

Buku 
Naskah 

a. 

b. 

Dalam benluk buku yang diterbitkan dan diedarkan 
secara nasional 
Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga llmu 
Pengelahuan Indonesia (LIPI) 

7 

3.5 

3 
1.5 

Menerjemahkadmenyadur buku atau karya ilmiah di bidang 
PNFl yang lidak dipublikasikan: 

a. IDalam benluk buku 
b. l ~ a l a m  benluk makalah 

Semua jenjang 

Semua jenjang 

Semua jenjang 
Semua jenjang 



petunjuk pelaksanaan I petunjuk teknis di bidang PNFl 
bidang pengendalian mutu PNFl 

D. Menjadi juara dalam lomba karya ilmiah 1 Menjadi juara dalam lomba tingkat Nasional Serlifikatltropi 3 Semua jenjang 

2 Menjadi juara dalam lomba tingkat Provinsi SertiAkatltropi 2 Semua jenjang 

3 Menjadi juara dalam lomba tingkat KabupatenlKota Senfikatltropi 1 Semua jenjang 

PENUNJANG A. Pengajaranlpelatihan di bidang 1. Sebagai ketua Tahun 1.5 Semua jenjang 
KEGIATAN pengendalian mutu dan evaluasi dampak 
PENGENDALIAN MUTU program PNFl 2. Sebagai anggota Tahun I Semua jenjang 

PNFl B. Keikutsertaan dalam seminad lokakarya 1. Mengikuti seminarllokakarya internasional. sebagai: 
di bidang PNFl a. (~embahaslmoderatorlnarasumber Laporan 2 Semua jenjang 

b. I~esena Laporan 1 Semua jenjang 
2. Mengikutilberperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: 

a. I ~ e l u a  Laporan 1.5 Semua jenjang 

b. l~nggota Laporan 1 Semua jenjang -- 
C. Panisipasi aktif dalam penerbitan Sebagai : 

bukulmajalah di bidang PNFl d_lakturlpenyunting SK 0.2 Semua jenjang 

b. (pengurus SK 0.2 Semua jenjang 

D. Studi bandinca di bidanq penqendalian Kegiatan studi banding dalam bidang PNFl Laporan 0.2 Semua jenjang 

JENJANG 
JABATAN 

7 
Semua jenjang 

ANGKA 
KREDIT 

6 
2 

SATUAN HASlL 

5 
Buku 

BUTlR KEGIATAN 

4 
Membuat buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanlpetunjuk teknls dl 

SUB UNSUR 

3 
C IPernbualan slandar buku pedoman I 

NO 

1 

UNSUR 

2 



NO 

1 

UNSUR 

2 

SUB UNSUR 

3 

BUTlR KEGIATAN 

4 

Mernperoleh ijazahlgelar yang lidak sesuai dengan bidang 
lugasnya 

a. I ~ o k t o r  (53) 
b. lMagister (S2) 
c l~ar jana l~ ip lorna IV (Sf) I D IV 

H. Perolehan ijazahlgelar kesarjanaan 
lainnya 

SATUAN HASlL 

5 

ljazah 
ljazah 
ljazah 

ANGKA 
KREDIT 

6 

15 
10 
5 

JENJANG 
JABATAN 

7 

Sernua jenjang 
Sernua jenjang 
Sernua jenjang 



LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUhAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROI(RAS1 
NOMOR 14 TAHUN 2010 
TANGGAL : 6 Juli 2010 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

PENlLlK DENGAN PENDlDlKAN SARJANA (S1)lDIPLOMA IV 

PERSENTASE 

5 80% 

5 20% 

NO. 

1 

2 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK 

u N S u R 

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan : 

1. Pendidikan Sekolah 

2. Diklat 

B. Pengendalian Mutu PNFl 

C. Evaluasi dampak Program PNFl 

D. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas 
Penilik 

J U M L A H  

UTAMA 

lVld 

100 

586 

14 

150 

850 

PERTAMA 

llllb 

100 

40 

10 

150 

MADYA MUDA 

IVlc 

100 

468 

12 

120 

700 

lVla 

100 

232 

8 

60 

400 

Illlc 

100 

76 

4 

20 

200 

lVlb 

100 

350 

10 

90 

550 

lllld 

100 

114 

6 

80 

300 



LAMPIRAN Ill : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl - ~ 

NOMOR 14 TAHUN 2010 
TANGGAL : 6 Jul12010 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT 

PENlLlK DENGAN PENDlDlKAN PASCA SARJANA (S2) 

NO. 

1 

2 

U N S U R 

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan : 

1. Pendidikan Sekolah 

2. Diklat 

B. Pengendalian Mutu PNFl 

C. Evaluasi dampak Program PNFl 

D. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJAKG 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan lugas 
Penilik 

J U M L A H  

PERSENTASE 

> 80% 

2 20% 

850 

JENJANG JABATAN1 GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 

150 

UTAMA 

IVId 

150 

546 

14 

140 

PERTAW 

lllh 

150 

200 300 700 

JABATAN 

MUDA 

400 

FUNGSIONAL PENlLlK 

llllc 

150 

36 

4 

10 

550 

Illld 

150 

114 

6 

30 

lVlc 

150 

428 

12 

110 

MADYA 

IVIa 

150 

192 

8 

50 

lVlb 

150 

310 

10 

80 



LAMPORAN .V PERATURAh MENTERI hEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAh REFORMAS BlROKRASl 
NOMOR 14 TAhLN 2010 
TANGGAL : 6 Juli 2010 

JUMLAH ANGCA KREDIT KLMULATIF MINIMAL 
LNTUK PENGANGKATAN DAh KEhAlKAN JABATAhlPANGKAT 

PEN LIK DEhGAN PENDlDoKAN DOCOR (S3) 

A. Pendidikan 

2. Diklal 

8. Pengendalian Mutu PNFl 2 80% 

PERSENTASE NO 

1 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK 

2 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

200 

UTAMA 

IVId 

C. Evaluasi dampak Program PNFl 

D Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegialan yang mendukung pelaksanaan tugas 
Penilik 

MUDA 

200 

74 

J U M L A H  

MADYA 

llllc 

5 20% 

lllld 

200 

152 

200 

IV/c lVla 

6 

20 

lVlb 

200 

270 

300 

8 

40 

200 

388 

400 

200 

506 

10 

70 

550 

12 

, 100 

14 

130 

700 850 



1 AMPIRAN V. PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN - ~ 

APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 
NOMOR 14 TAHUN 2010 
TANGGAL: 6 Juli 2010 

UNSUR 

2 
iNDlDlKAN 

ENGENDALIAN 
UTU PROGRAM PNF 

fungsional dengan 
memperoleh Surat Tanda 
Tarnal Pendidikan dan 
Pelatihan (STTPP) 

RlNClAN BUTlR KEGIATAN 
JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK YANG BELUM MEMlLlKl IJAZAH SARJANA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

I 1. 

SATUAN HASlL 

5 
ljazah 

Ijazah 

ANGKA KREDIT 

pengendalian z u  PNFl 

4 

Lamanya lebih dari 960 jam 

Lamanya antara MI-960 jam 

Lamanya antara 481-640 jam 

Lamanya antara 161480jam 

Larnanya antara 81-160jam 

Lamanya anlara 30-80 jam 

Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai 
lhggota I 1 1 I 

2. IMenyusun rencana kerja l r i i l a n  pengendalian mutu satuan PNFl I Rencana triwulan I 0.064 1 0.16 1 0.32 

C. 

D. 

SUB UNSUR 

3 
Pendldlkan sekolah dan 
memperoleh ~lasahlgelar 

l l lk  - lllld 

8 
40 

60 

Ilh - llld 

' 6 
40 

60 

BUTlR KEGIATAN 

4 .  

8, IPelaksanaan pernantauan I 1. IMembuat instrumen pemantauan program PNFl I Setiap instrumen I 0.064 1 0.16 1 0.32 

E. 

Illla - lllh 

7 - '  
40 

60 

1 

STTPPlSertifikat 

STTPPISertifikat 

STTPPISertifikat 

STTPPISertifikat 

STTPPlSertifikat 

STTPPISertifikat 

Rencana tahunan 

program PNF~ 

Pelaksanaan 
penilaianprogram PNFl 

Pelaksanaan pembimbingan 
dan pembinaan kepada 
pendidik dan tenaga 
ke~endidikan Dada satuan 

Diploma I1 

PNFI 
Penyusunan Laporan Hasil 
Pengendalian Muiu PNFI 

2 ID~ploma Ill 

15 

9 

6 

3 

2 

1 

0.104 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

15 

9 

6 

3 

2 

1 

0.26 

Mengumpulkan data pemantauan program PNFl 

Menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFl 

Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai Anggota 

Menyusun laporan hasil pemantauan 

Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFl 
berdasarkan standar pendidikan 
Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian 
program pada satuan PNFl 

1. 

15 

9 

6 

3 

2 

1 

0.52 

Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga 
kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran 
perorangan 

Laporan 

Laporan 

Menyusun laporan triwulan 

Data 

Laporan 

Laporan 

Laporan 

lnslrumen 

Laporan 

Laporan 

0.032 

0.032 2, 

0.048 

0.048 

0.016 

0.032 

0.096 

0.096 

Menyusun laporan tahunan sebagai Anggota 

0.128 

0.08 

0.08 

0.12 

0.12 

0.04 

0.08 

0.24 

0.24 

0.16 

0.16 

0.24 

0.24 

0.08 

0.16 

0.48 

0.48 

0.32 0.64 





BUTlR KEGIATAN 

seminadlokakarya di bidang 

pengendalian mutu progra 

penghargaanllanda 
jasaltanda kehormatanlsatya 
lancana karya satya 

organisasi profesi jabalan 



SUB UNSUR BUTlR KEGIATAN SATUAN HASlL 

U N W  APARANR NEGARA 
WI BIROKRASI 



LAMPIRAN VI : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN - 

APARATUR NEGARA DAN REFORMAS1 BIROKWSI 
NOMOR 14 TAHUN 2010 
TANGGAL: 6 Juli 2010 

.,MLAHANGU KREDoT KJM-UTIF MlhlMAL 
UNTUK KENAIt(AN JABATANIPANGKAT 

PENlLlK DENGAN PENDlDlKAN DIPLOMA I1 

NO. 

1 

2 

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan 

1. Pendldikan sekolah 

2. Diklat 

8. Pengendalian Mulu PNFl 

C. Evaluasi dampak Program PNFl 

D. Pengembangan Pmfasi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang mendukung pelakfanaan tugao Penilik 

J U M L A H  

JENJANG PANGKAT. GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENlLlK 

llllc 

40 

124 

4 

32 

200 

IUb 

40 

40 

PERTAMA 

llld 

40 

32 

8 

80 

MUDA 

llUd 

40 

202 

6 

52 

300 

lllc 

40 

16 

4 

60 

lllla 

40 

48 

12 

100 

Illlb 

40 

86 

2 

22 

150 



LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 
APARATUR NEGARA DAN REFDRMASI BlROKRASl 
NOMOR 14 TAHUN 2010 
TANGGAL : 6 Juli 2010 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
LhTJK <ENA KAh "ABATANIPANGKAT 

PEh1L.K DENGAN PENDIDlCAh DIPLOMA Ill 

APARATUR NEGARA 

37 

NO 

1 

2 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A Pendidikan 

1. Pendldikan Sekolah 

2. Diklat 

B. Pengendalian Mutu PNFl 

C .  Evaluasi dampak Program PNFl 

D. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penilik 

JUMLAH 

PERSENTASE 

2 80% 

5 20% 

JENJANG PANGKAT, GOLDNGAN RUANG 

60 200 

DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 

80 300 

lllc 

60 

PENlLlK 

100 

lljlc 

60 

108 

4 

28 

Illd 

60 

16 

4 

150 

MUDA 

Illld 

60 

186 

6 

48 

PERTAMA 

lllla 

60 

32 

8 

llllb 

60 

70 

2 

18 


